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TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KEPADA YAYASAN ACHARYA ARKANURI

MENIMBANG :

MENGINGAT :

BUPATI BULELENG,

bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan
Acharya Arkanuri Nomor 01/TK VK/YAA/VIII/2014 tanggal 4
Agustus 2014  untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Pendidikan Anak Usia Dini.

bahwa Yayasan Acharya Arkanuri telah memenuhi persyaratan
untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.

bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang
perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin
Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada Yayasan Acharya Arkanuri .

. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan

Daerah —Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I
Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan
Anak;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
Peraturan  Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta
susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013
tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif};

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun

1990 tetang Pendidikan Prasekolah ;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian
wewenang penanda tanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan
Kelompok Bermian,







